
PERJAN\UAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajenien pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan

: Dr. ANDRY, S.lP., M.Si
: PIt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.lP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Jabatan : Pj.GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinefa yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian
Target Kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi
terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Jayapura, Maret 2025

PIHAK PERTAMA,

, s.lP., M.si

PEREKONOMIAN DAN

:, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BI RO PERE KO NOM IAN DAN ADM I NISTRASI PEIT'I BANG U NAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

No Sasaran Strategis lndikator
Kineria Program/Kegiatan Pagu Target

1 Meningkatnya
perekonomian daerah
melalui kebijakan dan
rekomendasi bidang
perekonomian yang
dihasilkan

Persentase
perumusSn
kebijakafi
daerah dipidang
perekonomian
yang difasilitasi

Program Pengelolaan
Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian:
2. FasititasiPengelolaan

Kebijakan Ekonomi
Mikro

Rp 800.000.000 19OYo

2 Meningkatnya
perekonomian daerah
melalui kebijakan dan
rekomendasibidang SDA

Persentase
Kebijakan
Pengelolaan
SDAyang
difasilitasi

Program Pengelolaan
Kebijakan dan Koordinasi
Sumber DayaAlam :

3. Koordinasi,Sinkronisasi
dan EvaluasiKebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

4. PengelolaanKebijakan
dan KoordinasiBUMD
dan BLUD

Rp 800.000.000 lOOo/o

3 Meningkatnya Koordinasi
Pembinaan, minitoring
dan evaluasi penyusunan
kebijakan pemerintah
daerah untuk pengelolaan
BUMD dan BLUD yang
lebih baik

Persentase
Jum|ah BUMD
dan BLUD yang
berkinerja baik

4 Meningkatnya
Pengendalian
administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah

Persentase
rumusan
kebijakan
bidang
pembangunan
yang menjadi
kebijakan

Program Kebijakan
Administrasi Pembangunan :

3. Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

4. Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Rp 812.453.900

Rp 688.646.100

100%

No

1

2
3

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program Perekonomian dan Pembangunan
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Jumlah

Anggaran

Rp 1.000.000.000
Rp 1.600.000.000
Rp 1.501.100.000

Rp 4.101.{00.000

Jayapura, Maret 2025

PIHAK PERTAMA,

MBANGUNAN
DAN

i, ilt.si


